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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang :

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2020
tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat masih belum memenuhi
perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten
Jombang, sehingga perlu disediakan;

bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun
2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembara Negara Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara
Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Sistem Akuntasi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 52/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 53/E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Jombang Nomor 68 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2019 Nomor 68/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2019 Nomor 60/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2019 Nomor 61/E);



Menetapkan :

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2019 Nomor 62/E);

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020
Nomor 21/E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21
Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2020 Nomor 21/E) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam
komponen, meliputi:
gaji;
tunjangan tetap;
insentif;
bonus atas prestasi;
pesangon; dan/atau
pensiun.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari:
a. pendapatan jasa layanan Puskesmas sesuai tarif
layanan BLUD Puskesmas;
b. pendapatan dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional sebesar 60% (enam puluh perseratus);
c. pendapatan dari dana non kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional maksimal sebesar 60% (enam
puluh perseratus).
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2. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemberian remunerasi dikecualikan bagi:

a. pekerja pada BLUD Puskesmas yang dilaksanakan
berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga
(outsourcing);

b. pegawai yang dikontrak dengan sumber Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;

c. pegawai yang mengambil cuti dan/atau tidak masuk
kerja sejumla hari kerja dalam bulan tersebut.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Maret 2022
BUPATI JOMBANG,
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MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,
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AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 12/E
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